GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019

Menimbang :

Mengingat

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (10)
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor Tahun 2019;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat [ Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025},

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049});

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



6.

10.

11.

12.

13.
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Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5594);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5950);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 6);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018
tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomorl852]);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019
tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
364);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011
Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017
Nomor 9);

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 42
Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2018 Nomor 42);



Menetapkan

14.

Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR

PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Sumatera Selatan.

. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB,

adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan

kendaraan bermotor.

. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya

disingkat BBNKB, adalah pajak atas penyerahan hak milik
kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau
perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli,
tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam

badan usaha.

_ Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda

beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan
darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor
atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah
suatu sumber daya energl tertentu menjadi tenaga gerak
kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat
berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya
menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara
permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap
kendaraan vang memiliki izin angkutan umum barang
dan/atau orang dengan dipungut bayaran yang bergerak di
bidang jasa angkutan umum yang menggunakan plat dasar
warna kuning.

Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan
bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta
penggunaannya.
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9. Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar adalah alat-alat berat dan
alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda
dan motor dan tidak melekat secara permanen.

10. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat
NJKB, adalah harga pasaran umum atas suatu kendaraan
bermotor.

11. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk, vang
selanjutnya disingkat NJKB Ubah Bentuk, adalah harga
pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor yang
mengalami perubahan teknis dan/atau serta
penggunaannya.

12. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU,
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagal sumber
data yvang akurat.

13. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun
yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh
pihak berwenang.

14. Umur Rangka/Body adalah umur kendaraan bermotor yang
dihitung dari tahun pembuatan rangka/body.

15. Umur Motor adalah umur motor kendaraan bermotor di air
yang dihitung dari tahun pembuatan.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 2

(1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan
kendaraan bermotor.

(2) Objek pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan
kendaraan bermotor.

(3) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri dari:
a. kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat;
b. kendaraan bermotor yang dioperasikan di air; dan
c. kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

(4) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a, terdiri atas:
a. mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep, dan minibus;
b. mobil bus yang meliputi microbus dan bus;
c. mobil barang vang meliputi mobil barang pick up, light

truck, truck, dan mobil barang lain yang sejenisnya;

d. mobil roda tiga;
e. alat-alat berat dan alat-alat besar; dan

[. sepeda motor roda dua dan roda tiga.



Pasal 3
(1) Subjek PKB yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki
dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
(2) Subjek pajak BBNKB yaitu orang pribadi atau badan yang

dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.

BAB III
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 4

(1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap
jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4).

(2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur
pokok:

a. NJKB; dan

b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat
kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat
penggunaan kendaraan bermotor.

Pasal 5

(1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a,
ditetapkan berdasarkan HPU atas kendaraan bermotor pada
minggu pertama bulan Desember tahun 2018.

(2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
dengan ketentuan:

a. dalam hal diperoleh harga kosong, NJKB ditetapkan
sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai; dan

b. dalam hal diperoleh harga isi, NJKB ditetapkan sebelum
dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB, dan BBNKB.

(3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar
pengenaan BBNKDB.

(4) NJKB untuk usia kendaraan sebelum tahun 2019 dapat
ditetapkan dengan harga penyusutan NJKB 1% (satu persen)
sampai dengan 4% (empat persen) dari NJKB tahun
sebelumnya, maksimal umur kendaraan 25 (dua puluh lima)
tahun untuk kendaraan roda dua dan umur kendaraan 35
(tiga puluh lima) tahun untuk kendaraan roda empat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan
BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB
dengan nilai jual ubah bentuk.
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Pasal 7
(1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b,
dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai
dengan 1,3 (satu koma tiga).
(2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua, dan sepeda motor
roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satul;
b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol
dua puluh limal;
c. jeep dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu
koma nol lima puluh);
d. blind van, pick up, dan microbus nilai koefisien sama
dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh limaj;
e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu); dan
f. light truck dan truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu
koma tiga).
(3) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan
dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan

kendaraan bermotor.

Pasal 8
NJKB dan NJKB Ubah Bentuk, tercantum dalam Lampiran I
dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum
orang, ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar
pengenaan PKB.

(2) Pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan
umum orang, ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari
dasar pengenaan BBNKDB.

(3) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum
barang, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari
dasar pengenaan BBNKB.

(4) Pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan
umum barang, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen)
dari dasar pengenaan BBNKDB.

(5) Khusus pengenaan PKB dan/atau BBNKB untuk kendaraan
bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4), harus sesuai dengan kriteria
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan
Gubernur ini.
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Pasal 10

(1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk
kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, ditetapkan
berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/body dan nilai
jual motor penggerak kendaraan bermotor di air.

(2) Nilai jual untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor yang
dioperasikan di air pada minggu pertama bulan Desember
tahun 2018.

(3) Nilai jual rangka/body kendaraan bermotor yang
dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT/Gross Tonnage)
antara GT 5 (lima) sampai dengan GT 7 (tujuh), fungsi, dan
umur rangka/ body.

(4) Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang
dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dibedakan menurut daya kuda/ horse power dan umur motor.

Pasal 11
(1) Nilai jual rangka/body kendaraan bermotor yang
dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (3), dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi
rangka/ body, yaitu:
a. kayu;
b. serat, fiber, karet, dan sejenisnya; dan
c. besi, baja, ferrocement, dan sejenisnya.
(2) Penggunaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air
dikelompokkan berdasarkan fungsi:
a. angkutan penumpang dan/atau barang;
b. penangkap ikan;
c. pengerukan; dan
d. pesiar, olahraga, atau rekreasi.

Pasal 12
Nilai jual bagi kendaraan bermotor yang dioperasikan di air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dijadikan
dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan
bermotor yang dioperasikan di air.

Pasal 13
(1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk
kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c,
ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat
besar.
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(2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas
suatu kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 14
NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dijadikan dasar pengenaan
PKB dan BBNKB.

Pasal 15
Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk
kendaraan bermotor tahun pembuatan 2019 yang jenis,
merek, tipe, dan nilai jualnya belum tercantum dalam
Lampiran Peraturan Gubernur ini dapat ditetapkan lebih
lanjut oleh Gubernur dan/atau Kepala Badan Pendapatan
Daerah atas nama Gubernur sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

: BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16
Gubernur menetapkan NJKB sebagai dasar penghitungan
pengenaan PKB dan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang
masuk melalui kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan
bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangarn.

Pasal 17
Dalam hal truck, light truck, bus, dan microbus masih
berbentuk chasiss, dasar pengenaan PKB dan BBNKB
ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.

Pasal 18
Gubernur dapat melimpahkan sebagian kewenangannya
terkait PKB dan/atau BBNKB kepada Kepala Badan
Pendapatan Daerah dan/atau pejabat yang ditunjuk sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19
Penyelenggaraan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pajak daerah serta ketentuan peraturan

perundang-undangan lain yang terkait.



BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
Dalam hal terjadi tunggakan terhadap PKB dan/atau BBNKB,
dapat mengacu pada penghitungan dasar pengenaan dasar
PKB dan BBNKB pada tahun tunggakan yang bersangkutan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh)
hari kalender terhitung sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 GSeptember 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23 Septeombex 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 2%



0058971 000°LEE'E _ 005505 | QO0D0LEEE STO'T 000°000°8¢E _ LS008 "

05 TOET D0S'E09°7 | OSZ°S0R°E Q00°0sE09E _ SE0'T ) D0O000'FSE =L

CIQEPST 05" S80°E QLELTTY 000" SE5 808 SEO'T , 000 000" To0E _ LO0E 9 A DJINOYIHOGS 0'E mmﬁd__ QIO ¥4TY| OEETOR00TOT L

i b

[T 005759t T OSTEBT'E o0005s ekt SEO'T | 000000 ERT £00E §

ooo0es Qo00Fe'T 000 09F T Qo0 00D F9t ST0T Q00000 09T FO0E 152 95TV 03WOod ¥4y 0EF00600TOT 4

SLE'666 NSL866'T SLT°866°C Q00'SL8°66T STO'T 000 000°S6T <008 WIALSAS-0 5T 35TV OIWOH ¥4 OERTOB00TOT g

SET'BLS s 8sT'T SLELELT Qo0 SEasTT ST0'T DO0Q00'ETT Qoog

ooo'sTg 0000ed’ T Q00 SrE'T Q00000 EET 5Z0'T 000000 0T 100

005589 000 TLET 005"906°T QO000T LET ST0'T 000000 FLT £00¢

05999 005 EEE'T 05£°866°T 000082 EET S5E0'T 000000 0ET £00€

05 8L 005 9at' T 0SL e e Q00099 6FT SE0T 000000 9T PO0OE

OST'ETE 005 78T 09L9EL°C 00008t E8T SE0T 000000 8LT S00E

005°5%¥0°T 000 Te0L 005" 9ET'E 000001 B0E SEO0T 000000 t0E a00Z

SLEEVTT 09L'98E°L CITRIVE O00'SLSBEL CE0'T 000 000 ECE L0002 334553795 HHY4S O'C 95TV 0AWOY ¥31v| OEE0DS00TOT F

S LEh O5E'558'T SLBERLT DD0'SES'GET SI0T 000000 TET TOo0E

SE9'856 09¢'LEa'T SLEE06'E O00'SELERT CEOT Q00'000°68T £00e

SLEATOT 084 6ED'E CE9RSOE D00'SLB'EQT | SEOT Q00'000°66T £008 1

e LTT'T Q0S5 FET'L 0SLTSE'E Q00 08y ELL _ ST0'T Q00'00D0BTL 00¢ T0E99T QIWOH ¥4 OEZ00500TOT £

|
08L 0% 00s6dd'T 05 FI8'T 000 096" 0ET _w STOT QOO 000°BTT 0002 AL anYI9aT QIWON ¥4 DELTOR00TOT il
i

SE1089 092 0FE'T SLE049E'T 000 SE0°FET 5T0T Q00 000 TET 000E

SL8°059 054 T0E'T SE9°756'T | 000"SLT0ET SEOT Q00 000°LET TO0E ’

005°3L9 DO0'ESE'T Q0s'RE0T m 000008 SET =Tl 000000 2ET £00T

0527 L04 005" FIE'T 09LTET g 000 0SF THT SE0T 000 000 BET E00C “ m

SLEFLL 054 88T SCTEEE' L 000 5L8 85T | ST0T 000 000°s5T ooz ! 3000E ¥IF9ST O3MN0OH ¥41%| 0ETOO0G0OTOT! T
1T (1] & B £ 9 g 1 £ Z T

ela 1e Auuny 1e We3H 1
2PN 1l d nw 3 Id it 8)d da 1o0gog 6T0T SNIN unyey adAy EEEI Sujpoy ap

1:uepag

"BT0Z NMNHVYL HOLOWHE3E NYWHYANINH VIAYN HINVYE ¥3a Nvad
HOLOWHYIE NYYHYONIH AVMYd NYWYNIDNId Hvsva NYONNLIHONId SNYANIL

6TOZ NNHYL Tz HOWON
NY.LY13S YHALVINNS YNNY3END NYHNLYH3d

uepas - suedwnuag IO : UBRIBPUSY SIU3f 'T

I N¥HI4INY

JOLOWY3a NYYHYANIA SINIM



. T - T T T
| | [ [ | [
0ooor { 00008 Q00'0ET Qo0 oooe mc_u:_” GO0 o00'a LOOT | _ _
000" T | oo0'cE Q00'EET Qo00'o0ge “n__urﬂ 000 o0e'e 200¢ { | "
00Q st | 00006 | 000'SET 000°000°6  |00°T { 000°000°6 | e00g _ _
005 Lt | 00056 005ZvT 0000056 00T _ Q000056 _ OTOE | | [
000os { D00'00T Q00'05T 000 0000t mc_n_,._” " Q0000001 TT0E " _ |
005'es 000's0T | pos'2sT 000°005'0T (00T _ 000005 0T ET0e “ 22057 DE_IE :}wz_u__._mm QELODEEYEOL [ral
| | | | |
m m _ _ m
| | | |
005'EE _ 000 Ly | DDS'0L 000 00L& Y m__H__,._“ | 000004 ¥ | ST0Z (£ YaOU] NOSIWYS SYINVAIA SWIAIYALA mmmﬁcmmmwﬁh“ TET
O00'8T | DDO'9E | 0005 000009’ m__u_u,._“ Q00009 BTOE _ _
00581 000°LE | 00555 000'D0LE (00T 00070047 GTOL NOSINYS w__qE.u,E.._____ SYINYAILA mmmﬁnmmmnahm 0ZT
00s'¢e 00059 009'L6 oooroos'e 00T 0000059 £00€ m "
o0s've 00065 005'e0T | 0000069 m__u_”__r_“ _ Q000069 _ FOOE |
o00'Le 000'rL _ 000 TIT 000 00F" L mcmr_” _ 000 00F" L _ S00E
0006 Qo0as | 00°LTT 00000 L mccr_” | DoO'00S L | 9002 _ _
0000t _ 0ooog 00002t 00orooo's EQ._” _ 0000008 | Lo0z _ _
000 T nonce M O00°ELT | Doo'o0z'8 mc_u.ﬁ 000°00E"8 200E [
000 st 00006 O00'SET 0000006 “c_u_.ﬁ Qo0'000°e B00E
00s Lt 0o0'se 00S°EHT | 000005 _c_n._..ﬁ 0o0°00s'e 0T0E [ [
0000y 00000t 0000stT | Do0oo0Ot |00°T | 000°000°0T TToE
o0s'es o00's0T 0o0s LSt | pO00o0S 0t __u__u.._” | 000'005°0T LT0E
oos 9s CDODETT _ 00569t | pooooDETT m_...__n_‘ﬁ _ Q00°D0E'TT ET0E
DO0S'SE oo tL { postaot 00000t L m_”__ur_” “ Qo0 00T L a10E ” (£ ¥00Y) 43NS zom____._._d.m_ SYWWAILA SC90066EZ0L) BIT
| | |
I 0T 6 g £ 2] g ¥ £ < T
AW u:_..“.”_uum_n EH 171 #3d 44 io0gog GTOT gNIM unyeg adh] W=l Supoy oM

07: £4 J0101y pds




000000OZT | OOOOOOOS | 0OOODOF | OOODODSL | 0DOOOODS | 000'0DO0S | DOOMO0GGL | ODODOOSY | ODDDOOSS | 0ODDODDY | DOOO00OR | DOL'00OSS - - 00400008 £T08
DOCOODETT | OODODDOL | 0OCOOTIE | 000D00DL | CODODILF | DOOOOOLY | DDOOOUOL DOUODDEE | COUOOOTS | CODODOLE | DOO0O0EL | DOUOOOES - - R O00'SL IOz
0OODO0GOT | OODODIEL | 0OO0OO'BE | 000000SE | OODDOOEE | CODOOOWY | DODDOYES DOODOOEE | CODOOMLE | DODODDPE | DOOUOCDL | DOUOOUER - - ST 1708
UG O00'GE OOUOODES | 0OOOOOTE | 00000008 | DOCODOTE | OODOOOTE | DODODOCR DOCO00'SE | CODOMEF | DOUODDTE | DDOCOOER | pOODOUSE - - OOLGHEE 9708
OOE000EE OOOOOEES | GOODOG'SZ | 0O0NOG'SS | ODDDONEE | DODOOGEE | DODDOOSS 000000'EE | OOOOOU'SE | DODODDEE | DDDODOOR | DDDDODER - - D000 o8 =T0T
O000'58 ODDODODS | COUOOUSE | COOOOCOS | OODODDSE | ODDOOSE | ODDODODS 0OGUOOUE | CODOONEE | DOODOOSE | DODDODES | DOO'ODD'DF - - 000000 GE FTOE
OB 000EL 0OUODUSS | GOOOOOEZE | COO000SH | DODODDEE | OODOOYEE | 000OOCSE OOCO0TLE | DODODOTE | OOD'DONEE CODODODS | ODDDDOLE - - ] ETOE
ODU000'TL ODDOOEEE | COUOGOET | CODEGOGF | OODODDEE | DODOOOEE | 0OODODOK 000000PE | DODODDLE | ODO'DOOET OOUODISE | ODDDDOEE - - 000'000ER EToE
OO0 D00 ¥R ODDOOOEF | CODDOOST | 0OUOOGGE | ODDODO'SZ | DODOOUSE | DOODOOSE 0OX0COTE | DOOOODEZ | 000'000°T 0O0O0DDE | DOODOOTEE - - 000'0000F TTOZ
DD000 LS 00UDOOFE | OODOOOEE | GOO'GOOTE | DOODOOEE | DOD'ODOEE | 0OO'OOODE DOGCUET | ODDDODET | 0OO'D00ET DOODODEE | 0O0DOKEE ~ - 000'000°5E otoz
ODOOOI0E 000DODDF | CODODEOT | OODOOOST | DODODOOZ | DODOOOOE | 0O0'DO0SE 0ONOOKST | 0D0ODOST | 000'000°0T 000DODDE | 000'000'SE - - 00000008 B00T - RODE =
20 000Fe MONHL [ €
B0 0005 L - OOUOGISE | DOUDOUOS | GODODOSF | ODDODO'SE | OOOODOSE | OGO000GF | 0OD0O00F | DDOODOSE | DOOOOODL | DOO'OOO'SY | DODOOOOF | GOD'000'SY - EEOZ
DB HL - ODDOOCEE | ODODOTLP | DOOOOOTF | OOUOODEF | DOO0O0EE CODDOULE | 000OOOLE | 0O00OEE 00000098 | OOOOOUTR 0O0OO0EE | D0DODOOD - 0T
000000ES - ODUODURE | DOUDDOME | DOCOCOEE | QODDODEE | GOO'OOOTE DODDLORE | 0OOOO0FE | ODUOOYTE 00X00008 | ODIDOUEE 0ONOOYEE | 000'DD0SS - LToE
00000 DR - OODOOOSE | OODODOTE | 000'0009E | 0O0'0DDGE | GOOOOO'EE DOUDOOTE | DOODOOTE | 0ODOODET ODIDOOSS | ODDOOUSE 0OUOOIYE | 000'000°DS - aToz
000D00EE - DOOODOEE | OOUODOEE | 0OO000EE | O0ODDDEE | GOOOOO'LE ODDODERE | OONGOUEE | DDOOGOOLT ODUDIO0S | DDUDDUEE ODUOOOEE | 0OO000SE - eToz
000'000°05 - DODODIGE | DODODISE | DOMOOUOE | CODOODDE | OOOOCOSE DOODDOET | GOUOOCEE | ODOOONSET ODOOOSF | ODODOUDE oDDODODE | coooo0Or - HTOE
000'000'SE - DODODOLT | DOUOODEE | 0000000LT | 000000LE | ODUOOOEE OOOODOEE | 0OOOOGEE | DODDONED 0DUOONOF | DODODODLE ODOOOOEE | GO0000'SE - ETOZ
0000000k - ODOOOOFT | DOODDOEE | 0OO0O0PE | 000000FE | ODUOOOTE OODOOOET | CODOOOET | DDO'DOOTT ODUOLUSE | DODOOOPE OOODOOSE | OOO00K0E - gtoz
000'000EE - OOOODOTT | OODODOBE | 00UOGOTE | GOOMO0TEZ | DOOOOOET 000000ST | 0OODOOST | DOOOODE DODODIOE | DODDOOTE O0DODOFE | DOUOOUSE - TT0z
000°000°0E = 000rDonE O00onoET OO0 000 ET Q00'000'8T ODU O LT 000°'000°ET ODIODOET 00000 L 0O0'000'SE 000'000°8T 000°'000°TE OO DD O - avoT
DOUDONEE - 000D00'E DOODODDZ | ODOOOST | 000000GT | DODOOUET 0000000 | ODOODOT | DODOOOS DODODDOE | 000'000'ST Q00DODOZ | ODDDOUET - BOOZ - 8O0 >
(20 000Ss) MonUL LHBM| ©
- - - - = 000" 000 0E - - - - OO0 00Ds DO 000 SE DO 000 SE O OO0 St - BTOE
- - - - - 0OOD000E | ODDDDDE - - - 0000OUSE | OOGOO00EE 0OU0O0EE | DODDDOER - #T0E
- - - - - OOUOOOLE | ODDODUET - - - 0OO0DOF | 0OCDOOTE OONBOOEE | DOOOODEE - LToE
= - - - - DO QG E QOODDOET = - - 000 000’58 G000 82 OO0 ST 0a0'000'9E - IO
= = - - - DO TT Qoo HooLT - - - 000 000'08 DO00DY LT ODIDOUET Q00 000'EE - STOE
- - - - - ODXDOOET | 000'DOOST - - - 000000'SE | OODOODEE 0DUODDOE | DO00O0TE - IOz
- - - - - ODUOLOST | 00D'DOOGT = - - DOODOOOT | ODOOOUED OOUDDILET | 0OO0ODLE - £tz
- - - - = OO0 TT 0aoonorET - - - OO0 oOraT DOODonTE DoOOonoET OO 000 PE - ZTaT
- - ~ - - 0ODO00E 000'000ET - - - ODIDOOOT | DDODOUET DODOBOTE | OONOOOTE - THOZ
- - - - - OD0O00S 000000ET - - - 0OUO0US 0000 LT 000'000E OUHHO0ET - otz
- - - - - 000 OO0E 000000 TT - - - - 000'D00ET 000’000 OO OOUET - B00E - 9O0Z =
A
i R e e R R R e e e e e T I R R
[EEER T A WANSINITS NV
LINYLNO0 HIAL .‘.nduwdmzm_. MMV MO [MONHLBNISCOT|  3NWHD ¥H3a JHOINOHL | WHRSM3L ONKL ¥08 /WYAT3D | wiEwo T1anoa mﬁ%ﬁnﬂﬂhﬁ. sna MNHYL o
vl hikic) / NOBYAMTILSIE HYEWD HNLNIE

"GTOE HNHVL HOLOWHIE N CHTaNTH VTN ANYE V38 N0 H0L0WE3e
MY YONTA HYTYd NYYNIDONID HYSEYO NYDNNLIHDNEd DNYENIL
GTOE MMHYL 0z HOWMON
NYLYIAS YHILVINNS UNNEIEND MVENLYY3d 1| NYHdINGT

HOLOWHIE NYYHYANIM WNLNIE He8n Tonr (vIiN



